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ABSTRAK 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk mengukur keberhasilan 

implementasi dari PERDA No. 4 Tahun 2011 dalam perspektif kepatuhan 

(compliance). Dengan menggunakan teori kepatuhan berdasarkan pada Weaver 

dan di kombinasikan dengan teori implementasi kebijakan publik yang lainnya 

(Van Meter dan Van Horn, Bridgman & Davis, Howlett and Ramesh, 

Lindblom, Patton & Sawicki, Linder and Peters), maka tingkat kepatuhan 

kelompok target (target group) dari kebijakan penataan dan pembinaan 

Pedagang Kaki Lima diukur dengan menggunakan 6 indikator. Enam indikator 

tersebut adalah yaitu (1) Pemberlakuan Insentif dan Sanksi yang lemah, (2) 

Permasalahan Pengawasan, (3) Keterbatasan Sumberdaya, (4) Kurangnya 

Kemandirian Kelompok Sasaran dalam Pengambilan Keputusan (5) 

Keterbatasan Informasi serta (6) Perilaku dan Nilai.  

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini berupa rekomendasi kebijakan yaitu 

evaluasi dan evolusi (reshape dan redesign) kebijakan penataan dan pembinaan 

PKL bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar belakang masalah 

Kota Bandung merupakan salah satu sentra aktivitas perekonomian di Provinsi Jawa 

Barat. Salah satu sektor yang cukup aktif secara ekonomi adalah perdagangan informal 

dimana pelaku utamanya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Berdasarkan data Dinas 

Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung pada tahun 2013 diketahui 

bahwa jumlah PKL di Kota Bandung mencapai angka 20.326 orang.
1
Seperti halnya 

Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten) lainnya di wilayah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah 

Kota Bandung menerapkan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai PKL. 

Peraturan Daerah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa PKL merupakan bagian dari 

sektor informal yang memberikan kontribusi ekonomis, sosiologi dan nilai-nilai luhur berupa 

kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas kepada masyarakat Kota Bandung.
2
 

Dengan pertimbangan kontribusi tersebut maka pemerintah Kota Bandung menimbang 

perlunya untuk menempatkan PKL sebagai bagian integral dari perencanaan, pelaksanaan 

program pemerintah dan kebijakan yang berkenaan dengan penataan kota, khususnya yang 

berkaitan dengan ketertiban, keamanan, keindahan dan kebersihan kota.
3
 

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 secara spesifik mengatur 

tentang lokasi dan tempat usaha bagi PKL melalui penerapan sistem zonanisasi. Lokasi dan 

tempat usaha bagi PKL berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 

dibagi menjadi tiga zona yaitu: zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa lokasi yang dikategorikan sebagai zona merah merupakan lokasi dimana 

PKL sama sekali tidak diizinkan untuk berdagang. Lokasi yang termasuk ke dalam zona 

merah ini antara lain: wilayah yang dekat atau merupakan tempat ibadat, rumah sakit, 

komplek militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat yang sudah ditentukan dalam 

Peraturan Daerah. Selanjutnya, lokasi yang dikategorikan sebagai zona kuning adalah lokasi 

dimana PKL diperbolehkan berjualan hanya pada jam tertentu yaitu mulai pukul 22.00 

hingga 06.00 WIB untuk kategori pasar tumpah dan untuk kategori pedagang kuliner adalah 

pukul 17.00 hingga 04.00 WIB. Terakhir merupakan lokasi yang dikategorikan sebagai zona 

                                            
1
Data Dinas Koperasi, UKM, Perindustraian dan Perdagangan Kota Bandung Tahun 2013 

2
Ayat penimbang (a) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 

3
Ayat penimbang (b) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 
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hijau yaitu lokasi dimana PKL diperbolehkan untuk berdagang. Zona hijau ini terdiri dari 

wilayah hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep 

pujasera. 

Pada proses Implementasinya, Perda Kota Bandung No. 4/2011 ini tidak sepenuhnya 

berjalan sesuai harapan. Hal ini khususnya terkait dengan kepatuhan PKL terhadap sistem 

zonasisasi. Padahal Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn merupakan 

upaya untuk memandu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan 

guna mengarah pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan di dalam kebijakan.
4
Artinya, 

Implementasi Kebijakan akan mampu mendekatkan antara kebijakan dengan tujuannya jika 

para Pemangku Kepentingan menunjukkan tindakan yang patuh terhadap sasaran yang telah 

digariskan di dalam kebijakan. 

Namun, sejumlah fakta lapangan masih menunjukkan indikasi ketidakpatuhan PKL 

terhadap Perda Kota Bandung No. 4/2011. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang 

Penegakan Produk Hukum Daerah,  Teddy Wirakusumah, jumlah pelanggar mencapai 25 

sampai dengan 30 PKL.
5
 Salah satunya adalah di Jalan Jamika yang merupakan lokasi yang 

dikategorikan sebagai lokasi zona kuning. PKL di kawasan jalan Jamika mulai berjualan pada 

jam 17.00 WIB. Mereka memenuhi pinggiran jalan, trotoar yang menjadi hak pejalan kaki 

serta hampir menutupi jalanan yang dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat. Hal 

tersebut tentu menyebabkan kemacetan.  

Temuan lainnya adalah di kawasan Astana Anyar. Pedagang Kaki Lima di Kawasan 

Pasar Astana Anyar ini, meskipun sudah tertata dengan rapi tetapi masih mengganggu lalu 

lintas jalan raya tersebut. Permasalahan yang sama adalah bahwa PKL menggunakan 

pinggiran jalan untuk menggelar dagangannya, padahal itu adalah untuk pejalan kaki. Di 

lokasi ini, pejalan kaki yang tidak dapat menggunakan trotoar terpaksa menggunakan 

sebagian badan jalan sehingga membuat kemacetan. PKL yang akan melakukan aktivitas 

perdagangannya di lokasi Astana Anyar ini hanya diperbolehkan berdagang pada hari senin 

hingga kamis diatas pukul 13.00. Tidak ditentukan waktunya untuk hari sabtu dan minggu 

serta dilarang berjualan pada hari Jumat.
6
 Dengan demikian, untuk lokasi Astana Anyar 

termasuk dalam zona baik merah, kuning maupun hijau. Hal ini mensyaratkan PKL yang 

                                            
4
D.S. Van Meter dan C.E. Van Horn. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. 

Administration and Society. 1974. Hal. 8. 
5
http://www.rmoljabar.com/read/2014/08/07/239/Satpol-PP-Akan-Terus-Bersihkan-PKL-di-Zona-Merah-. 

Diakses pada hari Senin, 12 Januari 2015 jam 11:16 
6
Republika Online, 4 April 2014, http://m.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/14/04/04/n3hzzp-

pkl-astana-anyar-mulai-ditata. Dikases pada hari Senin, 12 Januari 2015 jam 11:18 

 

http://m.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/14/04/04/n3hzzp-pkl-astana-anyar-mulai-ditata
http://m.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/14/04/04/n3hzzp-pkl-astana-anyar-mulai-ditata
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beraktivitas di lokasi ini harus mengetahui informasi mengenai waktu kapan mereka 

diperbolehkan berdagang dan kapan dilarang sama sekali. Dalam hal ini berarti terdapat 

potensi penghambat kepatuhan dalam hal ketidaklengkapan informasi yang diperoleh oleh 

PKL. 

Temuan yang sama juga didapatkan untuk kasus PKL di Jalan Merdeka. Jalan 

Merdeka sendiri merupakan zona merah dimana PKL sama sekali tidak diizinkan untuk 

berdagang. Bagi para PKL di Jalan Merdeka tersebut telah ada alternatif lokasi berdagang 

yang ditawarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung yaitu mereka di pindahkan ke 

basement Bandung Indah Plaza. Namun, masih saja bisa ditemukan sejumlah PKL yang 

menjajakan dagangan di ujung jalan belokan dari Jalan Merdeka ke Jalan Aceh seperti: 

penjual gorengan dan souvenir Bandung. Walaupun memang ada keluhan dari Asosiasi PKL 

Bandung bahwa tempat yang disediakan yaitu basement Bandung Indah Plaza tidak memadai 

untuk menampung semua PKL yang berasal dari kawasan Jalan Merdeka.  

Berdasarkan sejumlah temuan tersebut, menguatkan indikasi ketidakpatuhan sejumlah 

PKL di berbagai wilayah di Kota Bandung terhadap aturan zonasisasi yang telah ditetapkan 

dalam Perda Kota Bandung No. 4/2011. Oleh karenanya, perlu untuk dilakukan sebuah 

penelitian ilmiah untuk mengetahui alasan ketidakpatuhan PKL terhadap Perda Kota 

Bandung No. 4/2011 sebab Perda ini diharapkan menjadi solusi atas permasalahan kemacetan 

yang ditimbulkan karena ketidaktertiban PKL beraktivitas di bahu-bahu jalan, juga 

permasalahan sampah dan polusi yang ditimbulkan sebagai akibat dari aktivitas PKL yang 

merugikan publik atau masyarakat secara umum. Selain itu Perda Kota Bandung No. 4/2011  

juga dimaksudkan sebagai alat penertiban atas pungutan-pungutan liar yang dibebankan 

kepada PKL dan juga instrumen perubahan perilaku dan budaya masyarakat. Dengan 

pertimbangan-pertimbangan tersebut maka kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda Kota 

Bandung No. 4/2011ini merupakan hal yang penting untuk keberhasilan kebijakan ini 

mencapai tujuannya. Maka berlandaskan latar belakang tersebut, kami bermaksud 

melaksanakan penelitian ilmiah dengan tema Implementasi Peraturan Daerah Kota 

Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki 

Lima. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari data sekunder yang dimuat di beberapa media cetak mengindikasikan bahwa 

tingkat kepatuhan terhadap Perda tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut 

tentunya akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut. Dengan 
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demikian, perlu dilakukan sebuah penelitian untuk melihat praktek penerapan Perda Kota 

Bandung No. 4/2011 yang ditinjau dari aspek tingkat kepatuhan dari PKL di seluruh wilayah 

pemerintah Kota Bandung.  

Pertanyaan yang akan dijawab untuk penelitian ini adalah:  

“Bagaimanakah tingkat kepatuhan para Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung 

terhadap aturan zonanisasi dalam Perda Kota Bandung No.4/2011 Tentang 

Penataan dan Pembinaan PKL?”  

 

Sedangkan sub pertanyaan penelitian antara lain: 

a. Bagaimana pola kepatuhan PKL di Kota Bandung? 

b. Aspek-aspek apakah yang melatarbelakangi ketidakpatuhan PKL di Kota Bandung? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Mendeskripsikan tingkat kepatuhan PKL di Kota Bandung terhadap aturan mengenai 

zonanisasi sebagaimana yang diatur dalam Perda Kota Bandung No. 4/2011. 

2. Mendeskripsikan pola kepatuhan PKL di Kota Bandung terhadap aturan mengenai 

zonanisasi sebagaimana yang diatur dalam Perda Kota Bandung No. 4/2011.  

3. Membuat analisa mengenai alasan ketidakpatuhan PKL di Kota Bandung terhadap aturan 

mengenai zonanisasi sebagaimana yang diatur dalam Perda Kota Bandung No. 4/2011. 

 

1.4. Target Luaran (Sasaran) Penelitian 

Target luaran (sasaran) yang diharapkan dapat dihasilkan melalui penelitian ini antara 

lain: 

1. Menghasilkan data dan informasi deskriptif tingkat kepatuhan dan pola-pola kepatuhan 

PKL di Kota Bandung. 

2. Menghasilkan analisa mengenai alasan ketidakpatuhan PKL di Kota Bandung terhadap 

aturan mengenai zonanisasi sebagaimana yang diatur dalam Perda Kota Bandung No. 

4/2011. 

3. Menghasilkan rekomendasi  kebijakan bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung tentang 

tata-kelola Implementasi Perda Kota Bandung No.4/2011 untuk meningkatkan kepatuhan 

PKL di Kota Bandung terhadap aturan mengenai zonanisasi sebagaimana yang diatur 

dalam Perda Kota Bandung No. 4/2011. 

 



6 

  

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1.  Kebijakan Publik 

Kebijakan Publik dari kacamata kajian Administrasi Publik merupakan produk sistem 

politik yang dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan publik dan memberikan respon 

terhadap peningkatan kebutuhan publik. Sejumlah sarjana telah berupaya untuk memberikan 

penjelasan mengenai definisi Kebijakan Publik. Salah satunya adalah Eyestone. Dalam 

tulisannya yang berjudul The Threads of Public Policy, Eyestone menguraikan bahwa 

Kebijakan Publik merupakan hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya.
7
 

Definisi yang dikemukakan oleh Eyestone tersebut menjelaskan bahwa Kebijakan Publik 

merupakan proses interaksi yang terjadi antara lembaga-lembaga Pemerintah dengan 

masyarakat. 

Sarjana lainnya yang mencoba untuk memberikan penjelasan mengenai makna 

kebijakan publik adalah Eulau dan Prewitt. Kedua sarjana ini menjelaskan bahwa Kebijakan 

Publik merupakan keputusan yang bersifat ajeg, yang dicirikan dengan konsistensi dan 

pengulangan tingkah laku pembuat keputusan dan mereka yang diminta untuk mematuhi 

keputusan tersebut.
8
 Definisi yang dikemukakan oleh Eulau dan Prewitt tersebut menjelaskan 

bahwa Kebijakan Publik merupakan produk dari pengambilan keputusan yang harus dipatuhi 

dengan konsisten baik oleh aktor pembuat kebijakan dan juga aktor yang berperan menjadi 

kelompok sasaran kebijakan. 

Pemikir lainnya yang berkontribusi pada pendefinisian Kebijakan Publik adalah Dye. 

Beliau menyatakan bahwa Kebijakan Publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk 

dikerjakan atau tidak dikerjakan.
9
 Melalui definisinya tersebut, Dye mencoba untuk 

menjelaskan bahwa Kebijakan Publik adalah pilihan yang berada pada tangan pemerintah. 

Melalui pilihan tersebut, pemerintah dapat memutuskan untuk mengerjakan suatu tindakan 

tertentu atau bisa juga sebaliknya yaitu pemerintah sama sekali tidak mengambil tindakan 

apa-apa. Tentunya, pilihan yang diambil memiliki dasar argumentasinya masing-masing 

                                            
7
Robert Eyestone. The Threads of Public Policy.Bobbs-Merrill Indianapolis. 1971.  

8
Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt. Labyrinths of Democracy. Bobbs-Merrill Indianapolis. 1973. Hal. 265 

9
Thomas R. Dye. Understanding Public Policy. Prentice Hall, New Jersey. 1955. Hal. 1 



7 

  

sesuai dengan situasi dan kondisi yang tengah dihadapi oleh pemerintah sebagai sebuah 

organisasi. 

 

Berdasarkan sejumlah definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang telah 

diuraikan sebelumnya, kita dapat menarik sebuah benang merah bahwa Kebijakan Publik 

merupakan sebuah produk sistem politik berupa keputusan lembaga Pemerintah untuk 

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu guna menyelesaikan permasalahan publik 

dan atau merespon sejumlah kebutuhan yang diartikulasikan oleh Publik. 

 

2.2.  Tipe Kebijakan 

Kebijakan publik memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan dari 

masing-masing kebijakan tersebut. Ripley dan Franklin mengungkapkan bahwa terdapat 4 

tipe kebijakan yaitu: (1) Distributive; (2) Competitive Regulatory; (3) Protective Regulatory; 

dan (4) Redistributive.
10

 

Lebih lanjut kedua penulis tersebut merinci mengenai keempat tipe kebijakan tersebut 

sebagai berikut: 

Distributive policies and program are aimed at promoting private activities 

that are thought by supporters to be desirable and beneficial to society as a 

whole and, at least in theory, to be activities that would not be undertaken 

without government intervention in form of assistance. Competitive regulatory 

policies and programs limit the provision of specific goods and services to only 

one or a few designated delivers chosen from a larger number of potential or 

actual competitors. Protective regulatory and programs are designed to 

protect the public by setting the conditions under which various private 

activities can occur. Redistributive policies and program are intended to 

readjust the allocation of wealth, property, rights, or some other value among 

social class or racial groups in society.
11

 

 

Berdasarkan uraikan tersebut, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4/2011 

Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima masuk ke dalam tipe Protective 

Regulatory. Hal ini dikarenakan Perda Kota Bandung No. 4/2011 diharapkan menjadi solusi 

atas permasalahan kemacetan yang ditimbulkan karena ketidaktertiban PKL beraktivitas di 

bahu-bahu jalan, juga permasalahan sampah dan polusi yang ditimbulkan sebagai akibat dari 

aktivitas PKL yang merugikan publik atau masyarakat secara umum. 

 

                                            
10

  Randal B. Ripley dan Grace A. Franklin. Policy Implementation and Bureacucracy 2nd edition. Dorsey 

Press, Chicago, Illinois. 1986. Hal. 71 
11

Randal B. Ripley dan Grace A. Franklin, op cit., h. 72 – 77. 
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2.3.  Implementasi Kebijakan Publik 

Setidaknya terdapat tiga proses utama dalam proses kebijakan yaitu: (1) Formulasi 

Kebijakan; (2) Implementasi Kebijakan; dan (3) Evaluasi Kebijakan. Kajian Administrasi 

Publik pada dasaranya lebih memfokuskan terhadap proses Implementasi Kebijakan. Proses 

Implementasi Kebijakan merupakan tahapan yang krusial, sebab sebuah kebijakan akan 

terasa manfaatnya secara nyata apabila telah diimplementasikan dan pada kenyataannya hal 

ini paling sulit terutama dalam hal menjaga konsistensi antara apa yang dinyatakan dalam 

kebijakan dan apa yang dikerjakan di lapangan. Kondisi dan situasi di lapangan yang 

kompleks seringkali menuntut aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan 

melakukan sejumlah penyesuaian melalui diskresi-diskresi agar kebijakan dapat tetap 

berjalan. Dalam hal ini Bardach menjelaskan
12

:  

“adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan publik yang 

kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-

kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para 

pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk 

melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan senua orang termasuk 

mereka anggap klien.”  
 

Dalam tulisan yang lainnya, Mazmanian dan Sabatier mengemukakan bahwa 

Implementasi Kebijakan merupakan
13

 : 

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk 
undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 

keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. 

Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, 

menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan 

berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya” 

 

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, setidaknya dapat disimpulkan bahwa 

implementasi kebijakan menyangkut tiga pola yang cukup mendasar yaitu: (1) adanya tujuan 

atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan (3) adanya 

hasil kegiatan. 

 

                                            
12

Eguene Bardach. The Implementation Game. MIT Press Cambrige. 1977. Hal. 3 
13

 Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. Implementation and Public Policy. Harper Collins, New York. 1983. 

Hal. 61 
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2.4.  Fokus Implementasi Kebijakan 

Ripley dan Franklin menyatakan bahwa terdapat dua fokus dalam Implementasi 

Kebijakan Publik, yaitu: Compliance (Kepatuhan) dan What’s Happening14
. Lebih lanjut 

diuraikan oleh Ripley dan Franklin bahwa compliance adalah kejelasan permintaan kebijakan 

dan atau perintah atasan dalam birokrasi dan konsistensi perilaku bawahan dalam struktur 

birokrasi yang mengikuti permintaan kebijakan dan atau atasan. Sedangkan What’s 

Happening berkaitan dengan kondisi yang dihadapi pada saat suatu program atau kebijakan 

diimplementasikan. 

Garland
15

 menyatakan bahwa dalam studi kebijakan publik, evaluasi menjadi bagian 

dari proses manajemen dimana didalamnya tujuan-tujuan dari program dapat dipastikan dan 

kinerja proyek dapat dinilai. Menurut OECD
16

, regulatory compliance didefinisikan sebagai 

kepatuhan dari populasi target terhadap regulasi.  Selanjutnya menurut OECD ada beberapa 

pra-syarat untuk meyakinkan target populasi taat pada regulasi, yaitu: 

1. Aware of rule and understand it, artinya pemahaman kelompok target akan aturan 

tersebut, dengan demikian apabila terdapat ketidakjelasan dalam aturan tersebut maka 

akan menimbulkan ketidakpatuhan.  

2. Willing to comply, artinya kesediaan kelompok target untuk taat. Untuk hal ini, biasanya 

insentif ekonomi dapat memotivasi timbulnya ketaatan. selanjutnya penegakan aturan 

yang ketat akan mengurangi perilaku tidak patuh 

3. Able to comply, yang berarti kemampuan kelompok target untuk taat. Sebuah kebijakan, 

untuk menjamin keberhasilan implementasinya maka harus dilengkapi dengan kegiatan-

kegiatan seperti penyediaan informasi dan dukungan teknis yang lainnya.  

 

Secara lebih lengkap, Weaver menjelaskan bahwa kepatuhan adalah that they (target 

groups) behave in ways that are consistent with the objective of policy.
17

 Berdasarkan 

pengertian ini, Weaver menjelaskan bahwa kepatuhan adalah konsistensi perilaku yang 

ditampilkan oleh kelompok sasaran kebijakan sesuai dengan sasaran kebijakan. 

                                            
14

Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin. op cit.,Hal. 24. 
15

Garland, D. The culture of control: Crime and Social Order in Contemporary Society, Oxford: Oxford 

University Press. 2001. 
16

Organisation for Economic Co-operation and Development. Reducing the Risk of Policy Failure: Challenges 

for Regulatory Compliance. 2000. 
17

R. Kent Weaver. Target Compliance: The Final Frontier of Policy Implementation. Issues in Governance 

Studies, Number 27. September 2009. Hal. 3. 
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Lebih lanjut diuraikan oleh Weaver bahwa analisa kepatuhan terhadap kebijakan tidak 

bisa dilepaskan dari dua paradigma yaitu “aktor rasional” dan “perilaku ekonomi”.18
 Dalam 

perspektif aktor rasional, target kebijakan diasumsikan sebagai aktor yang merespon positif 

terhadap insentif yang diperoleh dari sebuah keputusan apabila dinilai berguna bagi diri 

mereka sendiri. Sedangkan dalam perspektif perilaku ekonomi, kelompok sasaran kebijakan 

bereaksi terhadap hal-hal yang dianggap akan menguntungkan dengan cara yang beragam. 

Berlandaskan pada kedua perspektif tersebut, Weaver mencoba untuk 

mengindentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatahuan kelompok 

sasaran terhadap implementasi kebijakan. Ternyata dari hasil studinya, Weaver menemukan 

bahwa terdapat enam faktor yang mempengaruhi kepatuhan yaitu
19

: 

1. Insentif dan Sanksi. Insentif yang jelas dan sanksi yang tegas serta konsisten diasumsikan 

dapat meningkatkan kepatuhan kelompok sasaran terhadap kebijakan. 

2. Pemantauan. Pemantauan yang nyata, intensif dan berkelanjutan akan membuat 

kelompok sasaran merasa diawasi sehingga mereka akan lebih patuh terhadap kebijakan. 

3. Sumberdaya. Ketersediaan sumberdaya yang memadai dan menunjang Implementasi 

Kebijakan merupakan faktor penting agar kelompok sasaran patuh terhadap hal-hal yang 

sudah diatur dalam kebijakan. 

4. Otonomi. Kelompok sasaran hendaknya memiliki keleluasaan kesempatan sehingga 

mereka dapat menunjukkan perilaku dan tindakan yang searah dengan hal-hal yang 

digariskan di dalam kebijakan. 

5. Informasi. Pengetahuan kelompok sasaran terhadap informasi yang relevan dengan 

kebijakan yang tengah diimplementasikan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap 

kebijakan. Asumsinya, jika sedikit informasi yang didapatkan kelompok sasaran perihal 

kebijakan yang tengah diimplementasikan maka akan semakin tinggi tingkat 

ketidakpatuhan mereka terhadap kebijakan tersebut. Sebaliknya, semakin banyak 

informasi yang diketahui oleh Kelompok Sasaran maka akan semakin mendorong mereka 

untuk mematuhi kebijakan dimaksud. 

6. Perilaku dan Nilai. Kepatuhan kelompok sasaran terhadap kebijakan sangat ditentukan 

oleh Perilaku dan Nilai yang dipegang oleh mereka. Hal ini juga termasuk pada dukungan 

                                            
18

R. Kent Weaver. Op. Cit. Hal. 2 
19

 R. Kent Weaver. Op. Cit. Hal. 5 
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terhadap kebijakan dan pemerintah yang bertanggungjawab dalam melaksanakan 

kebijakan tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Tahapan Penelitian 

Tahapan pertama dari penelitian ini adalah studi dokumen terkait dengan indikasi-

indikasi ketidakpatuhan para pedagang kaki lima di kota bandung yang menjadi cakupan 

target Perda Kota Bandung No.4/2011. Dari hasil studi dokumen tersebut, selanjutnya dibuat 

kategorisasi ketidakpatuhan berdasarkan pada teori ketidakpatuhan oleh Weaver. Kategori 

ketidakpatuhan inilah yang akan menjadi indikator-indikator untuk menilai faktor-faktor 

penentu kepatuhan dalam implementasi kebijakan yang menjadi dasar analisa untuk 

menjawab pertanyaan penelitian ini.  

Tahapan kedua adalah menyusun panduan wawancara berdasarkan pada indikator-

indikator kepatuhan dari kelompok sasaran Perda Kota Bandung No.4/2011. Setelah panduan 

wawancara ini tersusun maka akan dilakukan pilot interview untuk menguji ketepatan 

pertanyaan yang diajukan kepada para pedagang kaki lima di wilayah kota Bandung. Di 

tahapan ini juga akan dilakukan pemilihan wilayah penelitian untuk mewakili kelompok 

sasaran Perda Kota Bandung No.4/2011.  

Tahapan ketiga dari penelitian ini adalah pengumpulan data melalui penyebaran 

kuesioner, wawancara mendalam (depth interview) dan observasi. Data yang telah 

dikumpulkan kemudian akan dianalisa dengan cara kategorisasi tematik. Hasil analisa akan di 

verifikasi untuk memperkuat kualitas data dengan melalui triangulasi. Selanjutnya hasil 

analisa akan diinterpretasikan atau diberikan makna oleh peneliti.  

Tahapan keempat penelitian adalah penulisan laporan penelitian yang didalamnya 

akan membahas juga mengenai kesimpulan dan rekomendasi.  

 

3.2. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian adalah wilayah kota Bandung dengan obyek penelitian yang 

meliputi para pedagang kaki lima yang beroperasi di wilayah berikut:  

1. Wilayah 1: Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sandikin 

2. Wilayah 2: Jalan Ganesha, Jalan Taman Sari, Jalan Cihampelas, Jalan PHH. 

Mustofa, Jalan W.R. Supratman, didepan Universitas Padjajaran, didepan 

Universitas Islam Bandung, dan didepan SMAN 5 Bandung. 
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3. Wilayah 3: Jalan Gedebage, Jalan Cimandiri, Jalan Depan LAN, alun-alun dan 

Mesjid Raya Agung, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kepatihan, Jalan Asia Afrika, Jalan 

Dewi Sartika, Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Merdeka, Perguran Tinggi UNPAR, 

Jalan Gatot Subroto Bandung  

 

Adapun argumentasi pemilihan lokasi-lokasi tersebut adalah mengacu pada Peraturan 

Walikota Bandung Nomor 571 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 

Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 04 

Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Di dalam peraturan 

tersebut dijelaskan bahwa Zona merah merupakan wilayah sekitar tempat ibadah, rumah 

sakit, komplek militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat-tempat lain yang telah 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain berdasarkan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Dengan demikian, penentuan lokasi penelitian 

relevan dengan fokus penelitian yaitu kepatuhan/ketidakpatuhan Pedagang Kaki Lima di 

Zona Merah. 

 

3.3. Variabel yang Diamati dan Diukur 

Variabel yang diamati adalah implementasi Perda Kota Bandung No. 4/2011 

berdasarkan perspektif/pendekatan kepatuhan yang ditinjau dari 6 dimensi yaitu: (1) 

pemberlakuan insentif dan sanksi yang lemah, (2) permasalahan pengawasan, (3) 

keterbatasan sumber daya, (4) otonomi (5) keterbatasan informasi dan (6) perilaku dan nilai. 

Selanjutnya obyek yang diamati adalah para pedagang kaki lima sebagai kelompok sasaran 

Perda Kota Bandung No.4/2011. 

 

3.4. Model yang digunakan 

Model yang digunakan dalam penelitian berasal dari pendekatan kepatuhan 

(compliance approach) dalam studi tentang implementasi kebijakan publik. Berbeda dengan 

pendekatan proses yang melihat keberhasilan implementasi kebijakan dari kesesuaian antara 

implementasi kebijakan dengan prosedur pelaksanaan sebuah kebijakan, pendekatan 

kepatuhan lebih menekankan pada bagaimana kelompok sasaran dari sebuah kebijakan publik 

mematuhi apa yang sudah digariskan dalam kebijakan tersebut.  

Dengan mendasarkan pada pendekatan kepatuhan, penelitian akan melihat tingkat 

kepatuhan berdasarkan 6 dimensi yaitu: (1) pemberlakuan insentif dan sanksi yang lemah, (2) 
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permasalahan pengawasan, (3) keterbatasan sumber daya, (4) otonomi (5) keterbatasan 

informasi dan (6) perilaku dan nilai 

 

GAMBAR 3.1 

Model Penelitian 

 

3.5. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan dalam beberapa tahapan penelitian seperti yang sudah 

dijelaskan di 3.1. (tahapan penelitian) dengan periode penelitian selama satu tahun (Februari 

2015 sampai dengan November 2015). Sesuai dengan Rencana Induk Penelitian UNPAR 

maka penelitian ini akan menjadi bagian dari Roadmap atau Peta Jalan Penelitian Bidang 

Otonomi dan Desentralisasi Daerah yang digambarkan sebagai berikut:  

 

GAMBAR 3.2 

Rencana Induk Pengembangan Otonomi dan Desentralisasi Daerah 

 

KEPATUHAN DIMENSI 

1. PENGAWASAN 

2. INSENTIF & SANKSI 

3. SUMBERDAYA 

4. OTONOMI 

5. INFORMASI 

6. PERILAKU & NILAI 

KEPATUHAN ATAU KETIDAKPATUHAN 

PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP 

PERDA KOTA BANDUNG NO. 4 TAHUN 2011 
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Berdasarkan Peta jalan Penelitian Bidang Otonomi dan Desentralisasi Daerah 

tersebut maka penelitian ini menjadi bagian dari review kebijakan/program pengentasan 

kemiskinan untuk sektor ekonomi informal.  

 

3.6. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif yang sampai 

saat ini masih tetap merupakan metode pendekatan yang penting untuk penelitian kebijakan 

(Maxwell
20

). Menurut Gray
21

, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian kuantitatif 

dengan penelitian kualitatif yang menurut peneliti merupakan alasan yang tepat untuk 

pemilihan metode penelitian ini. Perbedaan tersebut antara lain, pertama: dalam penelitian 

kualitatif, peran peneliti adalah untuk memperoleh kedalaman dan intensitas pemikiran yang 

holistik terhadap konteks penelitian. Untuk itu penelitian kualitatif akan lebih berfokus pada 

interaksi keseharian dari individu, kelompok, masyarakat dan organisasi. Kedua:  Tujuan dari 

penelitian kualitatif bukan hanya untuk melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian 

tertentu, namun juga menghasilkan analisa yang tentang hal-hal yang otentik dengan 

melakukan studi terhadap sesuatu yang sangat spesifik konteksnya. 

Jika penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang sifatnya „positivist‟ yang artinya 

penelitian sebagai alat untuk memperoleh objektifitas dan ketidakterikatan antara peneliti 

dengan manusia maupun konteks dimana penelitian tersebut dilakukan (Gray
22

), maka 

sebaliknya  Guba dan Lincoln
23

, dan Silverman
24

 berpendapat bahwa penelitian kualitatif 

akan menganggap hal tersebut sebagai kegagalan penelitian untuk menjelaskan mengenai 

konstruksi sosial dan budaya masyarakat terhadap realitas-realitas yang melingkupi hidup 

mereka.  

Miles, Huberman dan Saldana
25

 menjelaskan karakteristik penelitian kualitatif, yaitu: 

- Penelitian dilakukan melalui hubungan yang intens antara peneliti dengan konteks 

penelitiannya 

                                            
20

Maxwell, Joseph A. Using Qualitative Methods for Causal Explanation. Field Methods 16. 2004. Hal. 243–
264. 
21

Gray, David E. Doing Research in the Real World. Sage. 2014.  Hal.160 
22

Op cit. 160. 
23

Guba, E.G. dan Lincoln, Y.S. Competing Paradigms in Qualitative Research in N.K. Denzin and Y.S. Lincoln 

(eds). Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, C.A. Sage. 1994 
24

Silverman, D. Doing Qualitative Research: A Practical Handbook. London. Sage. 2000. 
25

Miles, M.B., Huberman, A.M., dan Saldana, J.M. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 3rd edn. 

Thousand Oaks, CA: Sage. 2013. 
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- Peran peneliti dalam penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang 

holistic/menyeluruh terhadap topik yang diteliti, termasuk didalamnya adalah 

pemahaman terkait persepsi obyek yang diteliti 

- Tema atau aspek yang kemudian muncul dalam proses pemerolehan data kemudian 

akan di review kembali oleh key informant(actor kunci) sebagai proses verifikasi  

- Fokus utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami bagaimana perilaku 

manusia dalam konteksnya 

 

Hal yang utama dari penelitian kualitatif adalah reflexivity (Gray
26

) dimana peneliti 

perlu untuk selalu ber-refleksi terhadap tindakan-tindakan dan hasil-hasil observasi 

dilapangan, dengan demikian emosi peneliti menjadi bagian dari data. 

Penelitian ini merupakan studi untuk mengungkapkan bagaimana obyek penelitian 

dalam hal ini adalah pedagang kaki lima melakukan pilihan-pilihan untuk bersikap patuh atau 

tidak patuh terhadap penerapan kebijakan Perda Kota Bandung No. 4 tahun 2011. Dengan 

demikian, metode penelitian kualitatif lebih tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. 

  

3.7. Pengumpulan dan analisis informasi 

Seperti yang telah disebutkan dalam tahapan penelitian diatas maka pengumpulan 

data atau informasi akan dilakukan melalui melalui wawancara mendalam (depth interview) 

dan observasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisa dengan cara 

kategorisasi tematik. Hasil analisa akan di verifikasi untuk memperkuat kualitas data dengan 

melalui triangulasi dan verifikasi oleh obyek peneliti. Selanjutnya hasil analisa akan 

diinterpretasikan atau diberikan makna oleh peneliti. 

 

3.8. Penafsiran dan Penarikan Kesimpulan Penelitian 

Penafsiran dan penarikan kesimpulan penelitian akan dilakukan dengan cara deduktif 

yaitu dengan mendasarkan pada landasan teori yang sudah di tentukan, dalam hal ini adalah 

dengan menggunakan enam dimensi kepatuhan, maka akan dilakukan analisa bagaimana 

dimensi-dimensi tersebut mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.  

 

 

 

                                            
26

Op.cit. 162 
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BAB IV 

JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

Berikut ini bagan yang memuat jadwal pelaksanaan penelitian Implementasi Peraturan 

Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang 

Kaki Lima: 

 

Bagan 4.1 

Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

No. Deskripsi Kegiatan Bulan 

Mar Apr Mei Jun Jul Agts Sep Okt Nov 

1 Tahap 1  

Studi Dokumen          

Kategorisasi Tingkat Kepatuhan          

2 Tahap 2  

Penyusunan Panduan Wawancara          

Pilot Interview          

Pemilihan Wilayah Penelitian          

3 Tahap 3  

Pengumpulan Data          

Verifikasi Data          

Analisa Data          

Intepretasi Data          

4 Tahap 4  

Penulisan Laporan Hasil Penelitian          
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Pada bagian ini kita akan mengulas mengenai kepatuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) 

di tiga wilayah yang menjadi lokasi penelitian, yaitu: 

1. Wilayah 1: Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin 

2. Wilayah 2: Jalan Ganesha, Jalan Taman Sari, Jalan Cihampelas, Jalan PHH. Mustofa, 

Jalan W.R. Supratman, didepan Universitas Padjajaran, didepan Universitas Islam 

Bandung, dan didepan SMAN 5 Bandung. 

3. Wilayah 3: Jalan Gedebage, Jalan Cimandiri, Jalan Depan LAN, alun-alun dan Mesjid 

Raya Agung, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kepatihan, Jalan Asia Afrika, Jalan Dewi 

Sartika, Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Merdeka, Perguran Tinggi UNPAR, Jalan Gatot 

Subroto Bandung. 

 

Adapun argumentasi pemilihan lokasi-lokasi tersebut adalah mengacu pada Peraturan 

Walikota Bandung Nomor 571 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 

Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 04 

Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Di dalam peraturan 

tersebut dijelaskan bahwa Zona merah merupakan wilayah sekitar tempat ibadah, rumah 

sakit, komplek militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat-tempat lain yang telah 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain berdasarkan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Dengan demikian, penentuan lokasi penelitian 

relevan dengan fokus penelitian yaitu kepatuhan/ketidakpatuhan Pedagang Kaki Lima di 

Zona Merah. 

Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan kepatuhan adalah kelompok sasaran 

berperilaku konsisten dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Artinya kepatuhan 

terjadi jika Pedagang Kaki Lima konsisten dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan, 

tetapi sebaliknya apabila Pedagang Kaki Lima tidak konsisten dengan tujuan kebijakan yang 

telah ditetapkan maka kepatuhan tidak terjadi. 

Ulasan mengenai kepatuhan Pedagang Kaki Lima di sejumlah kawasan tersebut akan 

dilakukan berdasarkan 6 dimensi yaitu: (1) pemberlakuan insentif dan sanksi yang lemah, (2) 
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permasalahan pengawasan, (3) keterbatasan sumber daya, (4) otonomi, (5) keterbatasan 

informasi dan (6) perilaku dan nilai. 

 

5.1.Dimensi Pengawasan 

5.1.1. Wilayah 1: RSUP Hasan Sadikin 

Pengawasan yang dimaksudkan dalam penelitian ini menitikberatkan pada konsistensi 

pelaksanaan pengawasan untuk memastikan kelompok sasaran kebijakan akan mematuhi 

permintaan kebijakan.Berdasarkan hasil temuan lapangan diketahui bahwa PKL di wilayah 

RSUP Hasan Sadikin tidak mematuhi aturan kebijakan dengan tetap bertahan di lokasi zona 

merah tempat mereka berjualan karena Satuan Tugas Khusus yang sudah ditetapkan di dalam 

Perda Kota Bandung No. 04/2011 tidak melaksanakan pengawasan secara konsisten. 

Bentuk pengawasan yang diharapkan dapat dilaksanakan adalah peninjauan lokasi 

zona merah RSUP Hasan Sadikin yang dilakukan secara terjadwal. Kesinambungan 

pegawasan di lapangan secara teoritik akan membuat PKL patuh terhadap Perda Kota 

Bandung No. 04/2011. Perilaku tidak patuh yang ditunjukkan dengan tetap berjualan di zona 

merah RSUP Hasan Sadikin. 

 

5.1.2. Wilayah 2: Jalan Ganesha, Jalan Taman Sari, Jalan Cihampelas, Jalan PHH. 

Mustofa, Jalan W.R. Supratman, didepan Universitas Padjajaran, didepan 

Universitas Islam Bandung, dan didepan SMAN 5 Bandung 

Berdasarkan hasil temuan lapangan diketahui bahwa Satpol PP Kota Bandung sebagai 

ujung tombak Satuan Tugas Khusus jarang atau bahkan tidak pernah melakukan pengawasan 

di lapangan sehingga membuka kesempatan kepada PKL untuk tetap berjualan di zona merah 

secara sembarangan. Kemudian, saat PKL ditanyakan mengenai apakah mereka membayar 

sejumlah uang kepada  Satpol PP Kota Bandung untuk bisa berjualan di kawasan Zona 

Merah, respon dari PKL yang ditemui dilapangan menyatakan tidak pernah, tetapi mereka 

membayar sejumlah uang kepada preman dan petugas kebersihan. 

Meskipun demikian, terdapat juga PKL yang mengaku, bahwa mereka pernah 

dimintai uang oleh oknum Satpol PP dan mereka memberikannnya.
27

 Hal ini kemudian kami 

triangulasi dengan wawancara kepada Kepala Satpol PP Kota Bandung. Hasilnya 

menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Bandung tidak pernah melakukan pungutan berupa uang 

kepada PKL di kawasan Zona Merah. Mereka bersikukuh bahwa tugas utama Satpol PP 

                                            
27

Hasil wawancara dengan PKL di kawasan Jalan Ganesha Bandung tanggal 21 April 2015 jam 15:05 WIB 
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adalah menegakkan Perda sehingga tidak mungkin mereka melakukan hal tersebut.
28

 

Kemudian, kami melakukan wawancara dengan Petugas Lapangan Satpol PP Kota Bandung. 

Jawaban yang kami dapati berseberangan dengan keterangan yang diberikan oleh Kepala 

Satpol PP Kota Bandung. Petugas Lapangan yang kami temui menyatakan bahwa mereka 

pernah mendapat sejumlah uang dari PKL dengan cara menarik iuran di beberapa kawasan 

zona merah
29

. Hal ini menguatkan gejala ketidakpathuan PKL untuk tetap berjualan di zona 

merah, karena mereka merasa bahwa perilaku yang mereka tampilkan mendapatkan 

dukungan dari Satpol PP yang semestinya memberikan pengawasan terhadap mereka. 

Temuan lain dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa berdasarkan pengakuan 

PKL, pihak Satpol PP tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menjatuhkan sanksi 

kepada PKL yang berjualan di kawasan zona merah. Secara lebih tegas dapat dinyatakan 

bahwa Satpol PP tidak memiliki diskresi atau kewenangan yang cukup untuk menentukan 

sanksi terhadap PKL karena kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa Satpol PP tidak 

pernah memberikan sanksi kepada PKL yang berjualan di zona merah. Berdasarkan hasil 

triangulasi dengan cara melakukan wawancara kepada Komandan Lapangan diketahui bahwa 

beliau merasa memiliki diskresi atau kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada PKL 

yang berdagang di kawasan zona merah karena pada umumnya PKL yang merasa bahwa 

mereka tidak mematuhi larangan berjualan di zona merah akan segera pergi dari tempat 

berjualan mereka apabila melihat adanya Satpol PP.Jika terdapat PKL yang tetap tidak mau 

pergi dari zona merah maka PKL tersebut akan ditangkap dan dikenai sanksi.
30

 Namun, 

keterangan yang diberikan oleh Petugas Lapangan Satpol PP menyatakan hal yang berbeda. 

Mereka merasa bahwa sebagai petugas lapangan yang bersentuhan secara langsung dengan 

PKL, mereka tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk menjatuhkan sanksi kepada PKL 

yang masih berjualan di zona merah.
31

 

 

5.1.3. Wilayah 3: Jalan Gedebage, Jalan Cimandiri, Jalan Depan LAN, Alun-Alun Dan 

Mesjid Raya Agung, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kepatihan, Jalan Asia Afrika, 

Jalan Dewi Sartika, Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Merdeka, Perguran 

Tinggi UNPAR, Jalan Gatot Subroto Bandung 

                                            
28

Hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Bandung tanggal 22 Mei 2015 jam 12:30 WIB. 
29

Hasil wawancara dengan Anggota Lapangan Satpol PP Kota Bandung, pada tanggal 22 Mei 2015 jam 15:00 

WIB. 
30

Hasil wawancara dengan Komandan Lapangan Satpol PP Kota Bandung pada tanggal 22 Mei 2015 jam 14:30 

WIB. 
31

Hasil wawancara dengan Petugas Lapangan Satpol PP Kota Bandung pada tanggal 22 Mei 2015 jam 15:00 

WIB. 
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Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kepatuhan menurut dimensi pengawasan 

adalah dimana pengawasan yang dilakukan secara intensif dapat meningkatkan kepatuhan 

kelompok sasaran terhadap kebijakan. Berdasarkan pengakuan PKL yang ditemui di wilayah 

3 diketahui bahwa Satpol PP Kota Bandung jarang atau bahkan tidak pernah melakukan 

pengawasan di daerah tersebut sehingga membuka kesempatan PKL tetap berdagang di zona 

merah tersebut. PKL juga menyebutkan bahwa mereka dulu pernah membayar sejumlah uang 

kepada Satpol PP Kota Bandung untuk keperluan uang bensin atau uang rokok, tetapi 

sekarang sudah tidak pernah lagi.
32

 Data ini kemudian kami triangulasi dengan melakukan 

wawancara dengan pihak Komandangan Lapangan Satpol PP. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Satpol PP, mereka mengaku tidak pernah mendapat bayaran dari PKL agar PKL bisa 

berjualan di zonamerah.
33

Namun, berdasarkan wawancara dengan wawancara Anggota 

Lapangan Satpol PPmenyatakan bahwa rekan kerjanya dulu pernah menarik iuran di 

beberapa wilayah zona merah, tapi sekarang sudah tidak pernah lagi.
34

 Pernyataan ini 

konsisten dengan pernyataan yang pernha disampaikan oleh PKL yang kami temui sehingga 

data lapangan menunjukkan bahwa dahulu pernah ada praktek pungutan uang yang dilakukan 

oknum Anggota Lapangan Satpol PP Kota Bandung terhadap PKL yang berjualan di zona 

merah. 

Temuan lain di wilayah penelitian 3 menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Bandung 

dianggap tidak memiliki diskresi atau kewenangan yang cukup untuk menentukan sanksi 

terhadap PKL, karena fakta di lapangan Satpol PP tidak pernah memberikan sanksi kepada 

PKL yang berjualan di zona merah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Komandan 

Lapangan Satpol PP Kota Bandung diketahui bahwa beliau merasa memiliki diskresi atau 

kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada PKL, karena biasanya PKL yang tidak 

mematuhi Perda Kota Bandung No. 4/2011 dengan sendirinya akan segera meninggalkan 

tempat berjualan mereka setelah mereka melihat kedatangan satpol PP. Adapun PKL yang 

tetap tidak mau pergi meskipun petugas sudah datang maka PKL tersebut akan ditangkap.
35

 

Berbeda dengan  hasil wawancara dengan Anggota Lapangan, bahwa anggota lapangan tidak 

                                            
32

Hasil wawancara dengan PKL Jl. Cimandiri pada tanggal 16 Mei 2015 pada pukul 14:30 WIB. 
33

Hasil wawancara dengan Komandan Lapangan Satpol PP Kota Bandung pada tanggal 22 Mei 2015 pada jam 

14:30 WIB 
34

Hasil wawancara dengan Anggota Lapangan Satpol PP Kota Bandung pada tanggal 22 Mei 2015 pada jam 

15:00 WIB 
35

Hasil wawancara dengan Komandan Lapangan Satpol PP Kota Badnung pada tanggal 22 Mei 2015 pada pukul 

14:30 WIB 
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memiliki diskresi atau kewenangan dalam menjatuhkan sanksi, mereka hanya mengikuti 

perintah komandannya saja.
36

 

 

5.2.Dimensi Informasi 

5.2.1. Wilayah 1: RSUP Hasan Sadikin 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kepatuhan menurut dimensi informasi 

adalah dimana semakin sering informasi diberikan kepada kebijakan kepada kelompok 

sasaran, maka semakin tinggi pula kepatuhan kelompok sasaran. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan diketahui bahwa Pemerintah Kota 

Bandung dinilai oleh PKL kurang intensif dalam melakukan sosialisasi Perda Kota Bandung 

No. 4/2011. Pemda Kota Bandung juga dinilai kurang dalam mengembangkan media 

sosialisasi berupa brosur, leaflet, booklet, poster dan lain sebagai yang berisikan materi 

mengenai sosialisasi Perda Kota Bandung No. 4/2011. PKL yang ditemui di dalam penelitian 

ini menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima media sosialisasi Perda Kota Bandung 

No.4/2011.
37

 

Selain pengembangan media sosialisasi, bentuk kegiatan sosialisasi berupa 

penyuluhan juga tidak pernah diterima oleh Pedagang Kaki Lima di kawasan zona merah 

RSUP Hasan Sadikin. Hal ini mempertegas bahwa Pemda Kota Bandung tidak pernah 

melaksanakan kegiatan penyuluhan untuk sosialisasi tentang Perda Kota Bandung No. 4 

/2011 kepada PKL di Zona Merah RSUP Hasan Sadikin.
38

 

 

5.2.2. Wilayah 2: Jalan Ganesha, Jalan Taman Sari, Jalan Cihampelas, Jalan PHH. 

Mustofa, Jalan W.R. Supratman, didepan Universitas Padjajaran, didepan 

Universitas Islam Bandung, dan di depan SMAN 5 Bandung 

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan diketahui bahwa PKL di wilayah 

penelitian 2 merasa Pemerintah Kota Bandung jarang bahkan tidak pernah memberikan 

sosialisasi mengenai Perda Kota Bandung No. 4/2011. Hal ini menyebabakan PKL pada 

wilayah penelitian 2 tidak mengetahui bahwa lokasi tempat mereka berdagang termasuk ke 

dalam kategori zona merah. 

                                            
36

Hasil wawancara dengan Anggota Lapangan Satpol PP Kota Bandung pada tanggal 22 Mei 2015 pada pukul 

15:00 
37

Hasil wawancara dengan PKL Zona Merah di kawasan RSUP Hasan Sadikin pada tanggal 2 Februari 2015 

jam 12:30 WIB 
38

Hasil wawancara dengan PKL Zona Merah di Kawasan RSUP Hasan Sadikin tanggal 7 Februari 2015 jam 

13:45 WIB 
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Dari hasil wawancara diketahui bahwa hanya beberapa lokasi PKL contohnya di Jalan 

Ganesha dan Jalan Tamansari pernah menerima sosialisasi mengenai kawasan zona merah. 

Sosialisasi dilakukan dengan cara mengajak para PKL berkumpul di hotel lalu diberikan 

penyuluhan tentang kawasan zona merah namun itu hanya beberapa kali saja. Mereka 

menyatakan bahwa proses sosialisasi tidak jelas, bahkan mereka tidak menangkap bahwa 

wilayah tempat mereka berdagang termasuk ke dalam kategori zona merah.
39

 

 

5.2.3. Wilayah 3: Jalan Gedebage, Jalan Cimandiri, Jalan Depan LAN, Alun-Alun Dan 

Mesjid Raya Agung, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kepatihan, Jalan Asia Afrika, 

Jalan Dewi Sartika, Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Merdeka, Perguran 

Tinggi UNPAR, Jalan Gatot Subroto Bandung 

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan di wilayah penelitian 3, diketahui 

bahwa PKL merasa Pemda Kota Bandung jarang bahkan tidak pernah memberikan sosialisasi 

mengenai Perda  Kota Bandung No. 4/2011 kepada PKL sehingga PKL tidak mengetahui 

mengenai keberadaan peraturan tersebut dan menganggap daerah tempat mereka berdagang 

tidak masuk ke dalam wilayah zona merah. 

Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, sebab intensitas sosialisasi Perda yang 

rendah tentunya akan menyebabkan kesimpangsiuran informasi mengenai Perda tersebut. 

Berdasarkan wawancara dengan PKL diketahui bahwa mereka beranggapan kawasan zona 

merah hanyalah tujuh titik yang ada di wilayah Alun-Alun Bandung saja. Sedangkan di 

tempat-tempat lain selain kawasan tujuh titik tersebut maka PKL diperbolehkan untuk 

berdagang.
40

 

 

5.3.Dimensi Insentif dan Sanksi 

5.3.1. Wilayah 1: RSUP Hasan Sadikin 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kepatuhan menurut dimensi insentif dan 

sanksi adalah dimana pemberian insentif dan sanksi yang konsisten akan memperkuat 

kepatuhan kelompok sasaran terhadap kebijakan. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan diketahui bahwa di wilayah penelitian 

1 belum ada PKL yang dikenai sanksi karena berjualan di kawasan zona merah. PKL merasa 

jika mereka dilarang berjualan di kawasan tersebut sama saja dengan merampas mata 

                                            
39

Hasil wawancara dengan PKL di Jalan Ganesha, pada tanggal 25 Maret 2015 jam16.00 WIB. 
40

Hasil wawancara dengan PKL di kawasan Jalan Oto Iskandardinata pada tanggal 27 Maret 2015 jam 14:15 

WIB 
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pencaharian mereka. PKL sangat bergantung dari pendapatan sehari-hari yang mereka 

dapatkan dari berjualan di kawasan zona merah RSUP Hasan Sadikin. Padahal menurut 

merka berjualan di wilayah RSUP Hasan Sadikin sangat menguntungkan bagi mereka karena 

RSUP ini ramai dikunjungi oleh Pasien dari berbagai wilayah di Provinsi Jawa Barat.
41

 

Sanksi-sanksi sebagaimana yang diuraikan di dalam Perda Kota Bandung No. 4/2011 

tidak pernah diterima oleh PKL. Salah satu sanksi tersebut adalah pencabutan Tanda 

Pengenal Berjualan. Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan ternyata diketahui bahwa 

PKL di kawasaan RSUP Hasan Sadikin tidak pernah mengurus dan mendapatkan Tanda 

Pengenal Berjualan seperti yang dijelaskan di dalam Perda Kota Bandung No.4/2011, 

sehingga saaat ditanyakan apakah anda tidak khawatir jika Tanda Pengenal Berjualan anda 

dicabut akibat tetap berjualan di kawasan zona merah RSUP Hasan Sadikin, maka dengan 

ringan mereka merespon: “apa yang mau dicabut, kewajiban untuk mengurus Tanda Pengenal 

Berjualan saja kami tidak tahu.” Dari awal berdagang di RSUP Hasan Sadikin hingga saat ini 

mereka tidak pernah memiliki Tanda Pengenal berjualan.
42

 

Selain pencabutan Tanda Pengenal Berjualan bentuk sanksi lainnya adalah 

pembongkaran lapak berjualan. Saat kami tanyakan kepada PKL perihal tersebut, maka 

mereka menyatakan keberatannya karena berdagang sebagai PKL merupakan satu-satunya 

jalan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
43

 

 

5.3.2. Wilayah 2: Jalan Ganesha, Jalan Taman Sari, Jalan Cihampelas, Jalan PHH. 

Mustofa, Jalan W.R. Supratman, didepan Universitas Padjajaran, didepan 

Universitas Islam Bandung, dan di depan SMAN 5 Bandung 

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan di wilayah penelitian 2 diketahui bahwa PKL 

merasa bahwa Satpol PP Kota Bandung tidak pernah memberikan sanksi kepada mereka yang 

berjualan di kawasan zona merah sehingga mereka tetap berjualan dan merasa tidak jera 

untuk berjualan di zona merah.Satpol PP Kota Bandung juga tidak pernah melakukan 

penutupan dan pembongkaran tempat berdagang PKL di zona merah sehingga PKL tetap 

merasa bebas berjualan di zona merah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan PKL diketahui bahwa pernah dilakukan penutupan 

tempat karena adanya kegiatan Konferensi Asia Afrika, namun setelah acara tersebut selesai, 

                                            
41

Hasil wawancara dengan PKL di kawasan RSUP Hasan Sadikin pada tanggal 2 Februari 2015 jam 11:20 WIB 
42

Hasil wawancara dengan PKL di kawasan RSUP Hasan Sadikin pada tanggal 5 Februari 2015 jam 10:30 WIB 
43

Hasil wawancara dengan PKL di kawasan RSUP Hasan Sadikin pada tanggal 7 Februari 2015 jam 11:20 WIB 
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para PKL lembali berjualan.
44

 Namun, tindakan penutupan ini tentunya tidak ada kaitannya 

dengan penegakkan sanksi sesuai Perda Kota Bandung No.4/2011 dan sifatnya hanya 

temporal saja. 

Temuan lain dari penelitian yang dilakukan di wilayah penelitian 2 ini adalah data 

lapangan yang menunjukkan bahwa PKL tidak memiliki Tanda Pengenal Berjualan sehingga 

apabila diberi surat peringatan pun Tanda Pengenal mereka tidak dicabut karena mereka tidak 

pernah memiliki Tanda Pengenal Berjualan. Berdasarkan hasil wawancara dengan PKL yang 

memiliki Tanda Pengenal Berjualan, mereka mengaku bahwa walaupun mereka diberi surat 

peringatan tetapi kartu mereka tidak dicabut
45

. 

 

5.3.3. Wilayah 3: Jalan Gedebage, Jalan Cimandiri, Jalan Depan LAN, Alun-Alun Dan 

Mesjid Raya Agung, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kepatihan, Jalan Asia Afrika, 

Jalan Dewi Sartika, Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Merdeka, Perguran 

Tinggi UNPAR, Jalan Gatot Subroto Bandung 

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan di wilayah penelitian 3 diketahui 

bahwa PKL merasa jarang bahkan tidak pernah diberi sanksi oleh Satpol PP Kota Bandung 

sehingga para PKL tidak merasa jera berjualan di zona merah.Satpol PP Kota Bandung tidak 

pernah melakukan penutupan serta pembongkaran tempat berdagang PKL di zona merah, 

sehingga PKL tetap secara leluasa berjualan di zona tersebut. Berdasarkan dari hasil 

wawancara di sebagian wilayah PKL pernah dilakukan penutupan karena adanya acara besar 

yakni Konferensi Asia Afrika.Namun setelah acara tersebut selesai para PKL kembali 

berdagang di zona merah tersebut.
46

 Hal ini menunjukkan bahwa pola yang terjadi wilayah 

penelitian 2ternyata terjadi juga di wilayah penelitian 3 yakni penegakkan sanksi sesuai 

dengan Perda Kota Bandung No. 4/2011 tidak pernah dilakukan secara serius dan 

berkesinambungan. Akibatnya PKL tidak menunjukkan kepatuhan kepada aturan zonasi 

sebagaimana yang tertuang di dalam Perda Kota Bandung No. 4/2011. 

Temuan berikutnya adalah PKL merasa tidak pernah diberi surat peringatan tertulis 

sebanyak tiga kali berturut-turut karena ketidakpatuhannya berjualan di zona merah. Dari 

hasil wawancara yang dilakukan PKL mengaku pernah diberi surat peringatan tertulis tetapi 

                                            
44

Hasil wawancara dengan PKL di SMAN 5 Bandung, pada tanggal 4 Mei 2015 pukul 13.50 WIB. 
45

Hasil wawancara dengan PKL di Jalan Ganesha, pada tanggal 28 Maret  2015 pukul 15.30 WIB. 
46

Hasil wawancara dengan PKL di Zona Merah Alun-Alun Kota Bandung pada tangal 15 Mei 2015 pada pukul 

15:45 WIB 
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tidak sampai tiga kali berturut-turut, itupun dulu dan sekarang sekarang sudah tidak 

mendapatkannya lagi.
47

 

Selanjutnya berdasarkan hasil pengumpulan data diketahui bahwa PKL di wilayah 

penelitian 3 ternyata sama-sama tidak memiliki Tanda Pengenal Berjualan sebgaimana yang 

diatur di dalam Perda Kota Bandung No. 4/2011.Oleh karenanya, apabila mereka diberi surat 

peringatan tertulispun Tanda Pengenal Berjualan tidak diambil karena PKL tidak 

memilikinya. Sebagaian PKL Tanda Pengenal Berjualan menyatakan bahwa Tanda Pengenal 

mereka tidak pernah diambil oleh petugas Satpol PP Kota Bandung meskipun mereka pernah 

diberi surat peringatan tertulis.
48

 

 

5.4.Dimensi Sumberdaya 

5.4.1. Wilayah 1: RSUP Hasan Sadikin 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kepatuhan menurut dimensi sumber daya 

adalah ketersediaan sumber daya yang relevan dengan kebijakan dapat mendorong kelompok 

sasaran untuk patuh terhadap kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil pengumpulan data di 

wilayah penelitian 1 diketahui bahwa PKL di kawasan RSUP Hasan Sadikin masih pesimis 

jika mereka harus dipindahkan dari lokasi berjualan mereka saat ini sebab sulit untuk mencari 

lokasi pengganti yang lebih menjanjikan untuk dijadikan lahan berdagang.
49

 RSUP Hasan 

Sadikin dikunjungi oleh penduduk dari berbagai wilayah di Provinsi Jawa Barat mengingat 

fasilitas peralatan kesahatan yang relatif lengkap. Efek domino dari hal ini turut dirasakan 

oleh PKL yang berjualan di sekitar wilayah RSUP Hasan Sadikin. Hampir setiap hari 

pengunjung yang berdatangan ke RSUP Hasan Sadikin selalu menyempatkan diri untuk 

menjajal dagangan yang disajikan oleh PKL di sekitar rumah sakit tersebut. 

PKL di RSUP Hasan Sadikin juga tidak yakin bahwa Pemda Kota Bandung dapat 

mencarikan lokasi pengganti yang lebih strategis untuk dijadikan tempat berdagang bagi 

PKL. Kalau pun ada lokasi pengganti yang dijanjikan Pemda Kota Bandung, PKL pesimis 

bahwa keuntungan yang mereka peroleh akan lebih besar dari berdagang di kawasan zona 

merah RSUP Hasan Sadikin.
50

 

Namun, berdasarkan penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa PKL di kawasan zona 

merah RSUP Hasan Sadikin sebenarnya rela untuk pindah ke lokasi berjualan yang baru 

apabila Pemda Kota Bandung benar-benar serius memfasilitasi mereka. Proses fasilitasi yang 

                                            
47

Hasil wawancara dengan PKL Jl. Cimandiri pada tanggal 16 Mei 2015 pada pukul 14:30 WIB 
48

Hasil wawancara dengan PKL Jl. Cimandiri pada tanggal 16 Mei 2015 pada pukul 15:00 WIB 
49

Hasil wawancara dengan PKL di kawasan RSUP Hasan Sadikin pada tanggal 7 Februari 2015 jam 12:50 WIB 
50

Hasil wawancara dengan PKL di kawasan RSUP Hasan Sadikin tanggal 10 Februari 2015 jam 13;40 WIB 
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dimaksudkan oleh PKL adalah bantuan untuk memindahkan dagangan mereka, membuatkan 

lapak yang layak untuk berdagang dan memberi kepastian perlindungan bahwa lokasi 

tersebut benar-benar aman untuk berjualan.
51

 

PKL yang ditemui menyatakan bahwa jangankan lokasi yang strategis, lokasi 

berdagang baru saja belum kejelasan, belum ada penawaran konkrit dari pemerintah terkait 

lokasi berdagang yang baru. Intinya mereka ingin mau saja dipindah agar kawasan zona 

merah bisa steril, tetapi mereka tidak bisa melakukan hal tersebut karena tidak ada tempat 

pengganti yang strategis. Para pedagang kaki lima di kawasan zona merah RSUP Hasan 

Sadikin juga banyak mendengar keluhan pedagang kaki lima ditempat lain, dimana setelah 

mereka direlokasi pendapatan mereka menurun drastis. Pemda Kota Bandung diminta 

untukberpikir matang terkait penyediaan lokasi baru.
52

 

Kebanyakan dari pedagang kaki lima di kawasan zona merah RSUP Hasan Sadikin 

tidak tahu harus berbuat apa, disatu sisi mereka tahu bahwa zona merah harus steril dari 

pedagang kaki lima, disatu sisi mereka tidak bisa berhenti berdagang di kawasan tersebut 

begitu saja karena itu merupakan mata pencaharian mereka untuk menghidupi keluarga 

ataupun diri sendiri. Kecuali ada tempat baru yang letaknya juga strategis.
53

 

 

5.4.2. Wilayah 2: Jalan Ganesha, Jalan Taman Sari, Jalan Cihampelas, Jalan PHH. 

Mustofa, Jalan W.R. Supratman, didepan Universitas Padjajaran, didepan 

Universitas Islam Bandung, dan di depan SMAN 5 Bandung 

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan diketahui bahwa PKL merasa 

Pemerintah Daerah Kota Bandung tidak mampu memberikan lokasi berdagang baru yang 

letaknya strategis. Hal ini menyebabkan para PKL tetap berdagang di kawasan zona merah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa PKL, mereka mengatakan bahwa 

mereka sempat pindah ke lokasi baru sesuai dengan wilayah yang diizinkan oleh Pemda Kota 

Bandung untuk membuka lapak dagangan, namun lokasinya tidak strategis sehingga mereka 

tidak laku dan mengalami penurunan pendapatan secara besar-besaran. Hal ini 

mengakibatkanPKL merasa sangat rugi sehingga kemudian mereka kembali ke kawasan zona 

merah tempat mereka pertama kali berdagang sebelum dipindahkan.
54
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Hasil wawancara dengan PKL di kawasan RSUP Hasan Sadikin tanggal 11 Februari 2015 jam 11:37 WIB 
52

Hasil wawancara dengan PKL di kawasan RSUP Hasan Sadikin tanggal 11 Februari 2015 jam 13:30 WIB 
53

Hasil wawancara dengan PKL di kawasan RSUP Hasan Sadikin tanggal 11 Februari 2015 jam 17:15 WIB 
54

Hasil wawancara dengan PKL di Jalan Ganesha, pada tanggal 3 Mei 2015 pukul 12.30 WIB 
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5.4.3. Wilayah 3: Jalan Gedebage, Jalan Cimandiri, Jalan Depan LAN, Alun-Alun Dan 

Mesjid Raya Agung, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kepatihan, Jalan Asia Afrika, 

Jalan Dewi Sartika, Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Merdeka, Perguran 

Tinggi UNPAR, Jalan Gatot Subroto Bandung 

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan diketahui bahwa hingga saat ini Pemda 

Kota Bandung belum memberikan lokasi berdagang pengganti yang letaknya strategis. Hal 

inilah yang menyebabkan PKL masih tetap berjualan di zona merah. 

Merujuk pada hasil wawancara dengan beberapa PKL bahwa pemerintah pernah 

memberikan lokasi baru, namun letaknya tidak stategis dan jualan mereka menjadi kurang 

laku sehingga mereka kembali berjualan di zona yang lama.
55

 

 

5.5.Dimensi Perilaku dan Nilai 

5.5.1. Wilayah 1: RSUP Hasan Sadikin 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kepatuhan menurut dimensi perilaku dan 

nilai adalah dimana perilaku dan nilai kelompok sasaran terhadap aktor pelaksana kebijakan 

akan memperkuat kepatuhan kelompok sasaran terhadap kebijakan. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan diketahui bahwa PKL kurang yakin 

bahwa Satuan Tugas Khusus pelaksana Perda Kota Bandung No. 4/2011 akan mampu 

menyelenggarakan pelayanan penertiban Tanda Pengenal Berdagang secara cepat dan 

terbuka. Hal ini dikarenakan ada kekhawatiran di kalangan PKL zona merah RSUP Hasan 

Sadikin bahwa proses pengurusan Tanda Pengenal tersebut akan berbelit-belit dan rawan 

dengan pungutan liar.
56

 

Temuan lainnya adalah Satuan Tugas Khusus pelaksana Perda Kota Bandung No. 

4/2011diniali kurang mampu untuk melakukan penataan dan pembinaan bagi PKL secara 

adil. PKL di kawasan RSUP Hasan Sadikin menilai bahwa hingga saat ini mereka belum 

berhasil melihat usaha nyata dari Pemda Kota Bandung untuk melakukan penataan dan 

pembinaan PKL secara adil. Pendekatan yang dilakukan selama ini dianggap kurang 

manusiawi dan hanya menempatkan PKL sebagai objek yang harus ditertibkan melalui cara 

apapun termasuk dengan jalan kekerasan.
57

 

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan diketahui bahwa PKL 

merasa kurang yakin terhadap Satuan Tugas Khusus pelaksana Perda Kota Bandung No. 
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Hasil wawancara dengan PKL di Jl. Cimandiri dan LAN pada tanggal 16 Mei 2015 pukul 14:30 WIB dan 

Hasil wawancara dengan PKL di Jl. Gedebage pada tanggal 29 April 2015 pukul 10:05 WIB 
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Hasil wawancara dengan PKL di RSUP Hasan Sadikin tanggal 10 Februari 2015 pukul 15:30 WIB 
57

Hasil wawancara dengan PKL di RSUP Hasan Sadikin tanggal 10 Februari 2015 pukul 15:50 WIB 
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4/2011 akan mampu memberikan perlindungan bagi PKL. Para PKL di kawasan zona merah 

RSUP Hasan Sadikin menilai bahwa mereka masih sering dimintai pungutan liar oleh 

preman. Tidak ada upaya yang serius Pemda Kota Bandung untuk memberikan perlindungan 

saat preman memintai uang pada PKL. Padahal jumlah uang yang diminta oleh preman 

dinilai cukup memberatkan bagi PKL.
58

 

 

5.5.2. Wilayah 2: Jalan Ganesha, Jalan Taman Sari, Jalan Cihampelas, Jalan PHH. 

Mustofa, Jalan W.R. Supratman, didepan Universitas Padjajaran, didepan 

Universitas Islam Bandung, dan di depan SMAN 5 Bandung 

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan diketahui bahwa PKL merasa tidak 

yakin bahwa Satpol PP akan konsisten menutup dan membongkar PKL yang berdagang di 

zona merah. Hal inidikarenakanlapak berdagang milik para PKL tidak pernah dibongkar dan 

ditutup meskipun mereka berdagang di kawasan zona merah. 

Temuan lainnya dari penelitian ini juga menegaskan bahwa PKL tidak mau merubah 

pola berdagang yang biasanya para PKL mendatangi lokasi pelanggan menjadi pelanggan 

yang mendatangi PKL. Berdasarkan hasil wawancara, PKL mengaku sudah lama berjualan di 

tempat tersebut dan tidak mau untuk mencoba mengubah pola dagang karena mereka 

memiliki pola pikir bahwa apabila mereka mengubah apa yang sudah lama  mereka jalani 

maka dagangan mereka tidak akan laku. Selain itu,para PKL juga merasa bahwa mereka 

sudah memiliki pelanggan tetap
59

. 

 

5.5.3. Wilayah 3: Jalan Gedebage, Jalan Cimandiri, Jalan Depan LAN, Alun-Alun Dan 

Mesjid Raya Agung, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kepatihan, Jalan Asia Afrika, 

Jalan Dewi Sartika, Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Merdeka, Perguran 

Tinggi UNPAR, Jalan Gatot Subroto Bandung 

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan di wilayah penelitian 3 diketahui 

bahwa PKL merasa tidak yakin bahwa Satpol PP Kota Bandung akan konsisten untuk 

menutup dan membongkar lapak berjualan milik PKL yang berdagang di zona merah. Hal ini 

dikarenakan selama ini belum ada praktek tegas untuk menutup dan membongkarlapak 

berdagangmilkik para PKL yang berjualan di kawasn zona merah. 

Penelusuran lebih lanjut dalam penelitian ini juga menemukan pola bahwa PKL tidak 

berkeinginan untuk merubah pola mereka dalam berdagang yakni membiarkan pelanggan 
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Hasil wawancara dengan PKL di RSUP Hasan Sadikin tanggal 7 Februari 2015 pukul 18:50 WIB 
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Hasil wawancara dengan PKL di depan Kampus UNISBA pada tanggal 14 Mei 2015 pukul 15.30 WIB. 
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yang mendatangai mereka. Berdasarkan hasil wawancara mereka mengaku sudah lama 

berjualan di lokasi berjualan yang mereka tempati saat ini.PKL tidak mau untuk mencoba 

mengubah pola berdagang mereka,  karena mereka berkeyakinan bahwa apabila mereka 

mengubah apa yang sudah lama dijalankan maka barang dagangan mereka tidak akan laku.
60

 

 

5.6.Dimensi Otonomi 

5.6.1. Wilayah 1: RSUP Hasan Sadikin 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kepatuhan menurut dimensi otonomi 

adalah dimana keleluasaan bagi kelompok sasaran dalam menentukan pilihan tindakan yang 

akan mereka lakukan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan kelompok sasaran terhadap 

kebijakan. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan diketahui bahwa PKL menilai Pemda 

Kota Bandung belum mampu untukmenyediakan lokasi berdagang baru dengan biaya sewa 

yang terjangkau. Padahal jika lokasi seperti ini benar-benar bisa disediakan dengan daya 

tampung yang memadai, maka para PKL di kawasan zona merah RSUP Hasan Sadikin 

menyatakan kesediaannya untuk pindah ke lokasi baru yang dianjurkan oleh Pemda Kota 

Bandung.
61

 

Pada umumnya PKL di RSUP Hasan Sadikin ingin memiliki tempat berdagang yang 

legal dengan harga yang masuk akal. Mereka banyak mendengar informasi bahwa PKL 

ditempat lain setelah direlokasi mendapat tempat berdagang dengan harga sewa yang tidak 

sebanding dengan pendapatan mereka sehingga justeru menjadi beban masalah baru.
62

 

Dari hasil wawancara, para pedagang kaki lima juga banyak mengatakan faktor lokasi 

baru yang strategis dengan biaya sewa terjangkau, faktor mata pencaharian, dan faktor 

keluarga, sangat mempengaruhi otonomi atas keputusan mereka sendiri untuk mau atau tidak 

mematuhi Perda Kota Bandung No.4/2011. Untuk menyikapi hal tersebut, peran satuan tugas 

khusus sangat dibutuhkan dalam mempengaruhi para pedagang kaki lima itu sendiri, bisa 

dengan cara komunikasi persuasif maupun dengan cara memberdayakan para pedagang kaki 

lima sehingga para pedagang kaki lima mendapatkan otonomi atas tindakan mereka sendiri.
63
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Hasil wawancara dengan PKL Gatot Subroto pada tanggal 29 April 2015 pada pukul 10:30 WIB dan hasil 

wawancara dengan PKL Jl. Gedebage pada tanggal 29 April pukul 12:50 WIB 
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Hasil wawancara dengan PKL di kawasan RSUP Hasan Sadikin tanggal 10 Februari 2015 jam 14:30 WIB 
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Hasil wawancara dengan PKL di kawasan RSUP Hasan Sadikin tanggal 10 Februari 2015 jam 16:00 WIB 
63

Hasil wawancara dengan PKL di kawasan RSUP Hasan Sadikin tanggal 10 Februari 2015 jam 19:30 WIB 
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5.6.2. Wilayah 2: Jalan Ganesha, Jalan Taman Sari, Jalan Cihampelas, Jalan PHH. 

Mustofa, Jalan W.R. Supratman, didepan Universitas Padjajaran, didepan 

Universitas Islam Bandung, dan di depan SMAN 5 Bandung 

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan di wilayah penelitian 2 diketahui 

bahwa PKL tidak bergabung dalam keanggotaan asosiasi PKL. Para PKL yang ditemui 

menyatakan bahwa mereka tidak merasa berkepentingan untuk bergabung ke dalam asosiasi 

yang menghimpun para PKL. Umumnya mereka pernah menjadi anggota dari asosiasi PKL 

namun mereka menyatakan tidak terdapat manfaat yang dirasakan dari keanggotaan 

asosiasi.
64

 

 

5.6.3. Wilayah 3: Jalan Gedebage, Jalan Cimandiri, Jalan Depan LAN, Alun-Alun Dan 

Mesjid Raya Agung, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kepatihan, Jalan Asia Afrika, 

Jalan Dewi Sartika, Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Merdeka, Perguran 

Tinggi UNPAR, Jalan Gatot Subroto Bandung 

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan di wilayah penelitian 2 diketahui 

bahwa PKL tidak bergabung dalam keanggotaan asosiasi PKL. Para PKL yang ditemui 

menyatakan bahwa mereka tidak merasa berkepentingan untuk bergabung ke dalam asosiasi 

yang menghimpun para PKL. Umumnya mereka pernah menjadi anggota dari asosiasi PKL 

namun mereka menyatakan tidak terdapat manfaat yang dirasakan dari keanggotaan 

asosiasi.
65

 

Meskipun demikian, ada pula PKL yang menyatakan bahwa dengan menjadi asosiasi 

PKL maka mereka akan memiliki teman yang senasib sepenanggungan. Kemudian, apabila 

ada panggilan dari Pemda Kota Bandungmaka mereka bisa menghadapinya secara bersama-

sama.
66
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Hasil wawancara dengan PKL di Jalan Ganesha, pada tanggal 17 Mei 2015 pukul 12.30 WIB 
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Hasil wawancara dengan PKL Jl. Cimandiri dan LAN pada tanggal 16 Mei 2015 pukul 14:30 WIB 
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Hasil wawancara dengan PKL Merdeka (di basement Bandung Indah Plaza) pada tanggal 25 April 2015 pada 

pukul 14:00 WIB 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. PKL di kawasan zona merah Kota Bandung tidak patuh terhadap Perda Kota 

Bandung No. 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima 

2. Pola kepatuhan PKL di Kota Bandung cenderung akan meningkat apabila seluruh 

dimensi aspek terkait dengan Pengawasan, Penegakkan Sanksi yang konsisten, 

ketersediaan sumberdaya yang memadai, keleluasaan PKL untuk menentukan 

pilihan dalam mematuhi Perda Kota Bandung No. 4/2011, Informasi yang 

tersosialisasikan secara menyeluruh dan Kepercayaan terhadap Pelaksana Perda Kota 

Bandung No.4/2011 dapat terpenuhi secara optimal. Lemahnya sosialisasi Perda 

menyebabkan ketidaktahuan PKL mengenai lokasi mana saja di kota Bandung yang 

termasuk ke dalam kategori zona merah. Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki 

Pemda untuk melaksanakan pengawasan yang terjadwal secara rutin dan 

berkesinambungan menyebabkan Perda ini masih belum berjalan secara efektif. 

Kemudian, tidak semua unsur yang diatur di dalam Perda sudah terpenuhi, salah satu 

yang paling mencolok adalah kepemilikan Tanda Pengenal Berjualan yang sedianya 

dimiliki oleh semua PKL yang berdagang di Kota Bandung. Faktanya masih banyak 

PKL yang sama sekali tidak memiliki Tanda Pengenal Berjualan tersebut, sehingga 

penegakkan sanksi berupa pencabutan Tanda Pengenal Berjualan tidak dapat 

dilakukan karena memang umumnya PKL tidak memilikinya. 

3. Seluruh aspek yang berkaitan dengan Pengawasan, Insentif dan Sanksi, Otonomi, 

Informasi, Sumberdaya serta Perilaku dan Nilai menjadi latar belakang mengapa 

PKL tidak patuh terhadap Perda Kota Bandung No. 4/2011. 

 

6.2.Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka Peneliti menyarakan sejumlah hal berikut ini: 

1. Konsistensi pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP di kawasan zona merah untuk 

memastikan bahwa PKL tidak berjualan di lokasi tersebut perlu untuk ditingkatkan. 

Secara operasional, hal ini dapat dilakukan dengan membagi personil Satpol PP Kota 

Bandung ke dalam tim-tim kecil untuk melakukan Patroli di wilayah-wilayah yang 
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sudah ditetapkan sebagai kawasan zona merah. Jika hal ini tidak memungkinkan 

untuk dilakukan, maka Pemda Kota Bandung bisa melakukan dua hal yaitu: (1) 

membatasi lokasi yang dikategorikan ke dalam zona merah atau (2) Melakukan 

kerjasama dengan organiasasi berbasis komunitas di wilayah-wilayah zona merah 

untuk menjadi mitra dalam penegakkan Perda Kota Bandung No.4/2011 

2. Insentif dan Sanksi diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan PKL terhadap Perda 

Kota Bandung No. 4/2011. Bentuk insentif yang bisa diberikan misalnya memberikan 

penambahan modal bagi PKL yang berdagang di kawasan-kawasan yang dipersiapan 

oleh Pemda Kota Bandung untuk PKL atau juga bisa dalam bentuk menyediakan 

lapak berdagang yang layak dan nyaman serta memberi jaminan keamanan bahwa 

mereka yang berdagang di kawasan zona hijau akan memperoleh perlindungan dari 

Pemerintah berupa tidak akan digusur serta tidak akan membayar pungutan liar 

kepada preman. Di sisi lain percepatan penyediaan Tanda Pengenal Berdagang juga 

dapat dijadikan insentif lainnya bagi PKL. Misalnya dengan menggratiskan 

permohonan Tanda.Pengenal Berdagang bagi PKL yang mematuhi Perda Kota 

Bandung No.4/2011. Sanksi juga harus ditegakkan secara konsisten. Pemda Kota 

Bandung harus memberdayakan Penyidik PNS yang ditugaskan untuk melakukan 

penyidikan terhadap PKL yang melanggar aturan di dalam Perda Kota Bandung 

No.4/2011. Dengan demikian, penyidik dapat mengumpulkan data-data pelanggaran 

dan kemudian sanksi dapat ditegakkan. 

3. Keleluasaan PKL (otonomi) untuk menentukan cara mereka guna mematuhi Perda 

Kota Bandung No.4/2011 juga perlu untuk diberikan keleluasaan. Pemda Kota 

Bandung perlu untuk mendorong partisipasi aktif PKL untuk berkontribusi dalam 

Implementasi Perda Kota Bandung No. 4/2011. Fleksibilitas di petugas lapangan yang 

mampu untuk mempengaruhi para PKL untuk mematuhi Perda ini akan menjadi 

faktor perangsang untuk partisipasi aktif tersebut. 

4. Salah satu yang paling lemah dari Perda Kota Bandung No. 4/2011 adalah sosialisasi 

kepada PKL. Pemda Kota Bandung perlu untuk mengembangkan media informasi 

yang lebih kreatif dan efesien untuk menjangkau PKL di Kota Bandung. Media 

berupa spanduk, baligo, leaflet, brosur, poster dan lain sebagainya dapat dijadikan 

jalan untuk mengintensifkan sosialisasi. Kerjasama dengan organisasi berbasis 

komunitas di berbagai wilayah di Kota Bandung juga dapat mendorong percepatan 

sosialisasi Perda ini. Faktor utama mengapa para PKL masih banyak berjualan di zona 

merah karena mereka tidak tahu lokasi mana yang masuk ke dalam kategori zona 
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merah dan lokasi mana yang bukan termasuk ke dalam zona merah. Sosialisasi yang 

intensif tentunya akan sangat membantu PKL untuk dapat memilah zonasi dalam 

Perda Kota Bandung No. 4/2011. 

5. Sumberdaya yang memadai termasuk dalam bentuk penyediaan lokasi berdagang 

yang baru sanagatlah dibutuhkan. Jika Pemda Kota Bandung berniat untuk melakukan 

relokasi maka pertimbangan utamanya adalah menyediakan lokasi yang tidak akan 

merugikan bagi PKL. Bagaimanapun PKL telah berjasa banyak dalam perekonomian 

Indonesia terutama saat bangsa ini didera masa-masa sulit ketika krisis ekonomi tahun 

1998. PKL menjadi pasar alternatif yang mampu menyediakan bahan kebutuhan 

masyarakat dengan harga yang terjangkau. Oleh karenanya, relokasi PKL hendaknya 

ditata sedemikian rupa. Apa yang dilakukan Pemda Surakarta dengan melakukan 

rekayasa lalu lintas sehingga rute angkutan umum mengarah pada lokasi berdagang 

PKL bisa dijadikan salah satu rujukan. 

6. Perilaku dan Nilai. Keberhasilan Implementasi Perda Kota Bandung No.4/2011 salah 

satunya ditentukan oleh kepercayaan PKL terhadap Pemda Kota Bandung. Praktek-

praktek korupsi dan kolusi yang stigmanya senantiasa lekat dengan organisasi 

pemerintah membuat PKL ragu terhadap Pemda Kota Bandung dalam 

mengimplementasi Perda dengan adil dan transparan. Oleh karenanya, komunikasi 

yang intens dengan PKL dan keberanian Pemda Kota Bandung menindak tegas 

oknum aparat Pemda yang melakukan penyelewenangan dalam impelementasi Perda 

Kota Bandung No. 4/2011 akan membangkitkan rasa kepercayaan tersebut.   
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